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KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN  PESISIR SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAN CANCAN PERATURAN NAGARI
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PIINDAPATAN DAN BELAN|A NAGARI MENJAIII
PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN Z021

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SINDANG LUNANG,

Menlmbang         :     a.      Bahwa   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Nagari   sebagai   wujud   dari
pengelolaan    l{euangan    di    Nagari    dilal(sanakan    secara    terbuka    dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b.      Bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang
Persetujuan   Penetapan   Peraturan   Nagari  Tentang   Perubahan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Nagari Taliun Anggaran 2021.

Men8in8at            : 1.   Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentangpembentukan Daerah otonom
Kabupaten  Dalam Lingkungan  Daerah  Propinsi Sumatera Tengrh  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1956  Nomor  25)  jis  Undang.Undang Drt.
Nomor  21  Tahun  1957  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1957
Nomor  77)  jo  Undang-Undang  Nomor  58  Tahun  1958  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  108,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 1643),.

2.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih  dan  Bebas  dan  Korupsi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesla  Tanun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3851);

3.   Undang  -  Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentaing  Program  Pembangunan
Nasional  (Lembar  Negara  Tahun  2000   Nomor  206,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 3952);

4.   Undang-undang Nomor 33 Tahun 2 004 tentang perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  I)aerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.   Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah   (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2009   Nomor   130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);



7.   Undang-Undang    Nomor    2    Tahun    2020    tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor    1    Tahun   2020   tentang
Kebijakan    Keuangan    Negara    dan    Stabilitasi    Sistem    Keuangan    untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan

(Lembaran  Negara  Tchun  2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4575);

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2005   Nomor   140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 78);

10. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tanun Z 005 Tentang I'engelolaan Keuangan
Daerah   (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2005   Nomor   140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan
dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 2 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa   sebagaimana   telah
beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  Nomor 43  Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-  Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

14. Peraturan   Pemerintah   Nomor   60   Tahun   2014   tentang  Dana   Desa  yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5558)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun   2016   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2 016 Nomor 5 7);

15. Perafuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

16. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor  114 Tahun  2014 tentang Pedoman
Pembangunan  Desa  (Berita  Negara  Repubik  Indonesia  Tanun  2014  Nomor
2094);

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016  tentang  Badan
Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor
89);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 018 Nomor 611),

19. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

20. Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa  Tahun  2021   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020   Nomor
1035);

21. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi
Republik    Indonesia   Nomor   21    Tahun    2020    tentang   Pedoman    Umum
Pembangunan   Desa   dan   Pemberdayaan   Masyarakat  Desa   (Berita   Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

2 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 22/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);



Menetapkan
KESATU

23. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.07/2021  tentang  Pengelolaan
Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021  Dalam Rangka Pandemi Covid-
19  dan  Dampaknya  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2021  Nomor
149);

24. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  2   Tahun  2016 tentang
Na8ari;

25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Taliun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/7asa
di Desa;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan
Tetap   dan   Tunjangan   Wall   Nagari,   Perangkat   Nagari   selta   Tunjangan
Kehormatan 13adan Permusyawaratan Nagal.i;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya
Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

28, Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara
Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  Dana  Nagari  setiap  Nagari  di  Kabupaten
Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
TahunAnggaran2021;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021  tentang Tentang Tata
Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Alokasi  Dana  Nagari  Yang  Bersumber  dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5  Tahun 2021  tentang Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap
Nagari  yang   bersumber   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

31. Peraturan Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  17  Tahun 2021  tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara  Pembaglan  dan  Penetapan  Alokasl  I)ana  Nagarl  Yang  Bersumber  dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

3 2. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor          Tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021  tentang Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap
Nagari  yang  bersumber   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

33. Peraturan  Nagari  Sindang  Lunang  Nomor  04  Tahun  2018  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

34. Peraturan  Nagari  Sindang  Lunang  Nomor  01  Tahun  2019  Tentang  Susunan
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

35. Peraturan  Nagari  Sindang  Lunang  Nomor  06  Tahun  2020  Tentang  Rencana
Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

36. Peraturan Nagari  Sindang Lunang Nomor 01  Tahun 2021  Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;

37.Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Taliun 2021 Tentang Perubalian
Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menyetujui   Penetapan   Rancangan   Peraturan   Nagari   Tentang   Perubahan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Nagari  menjadi  Peraturan  Nagari  Tahun
Anggaran2021



KEDUA Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sindang Lunang Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut :

1.   Pendapatan Nagari
1.1.       PendapatanAsli Nagari

a.    Semula

b,    Bertambah/ (Berkurang)
|umlali PANagari setelah perubahan

1.2.       Transfer
a.     Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

|umlah    Pendapatan    Transfer   setelah
perubahan

1.3.       Lain-lain pendapatanyangsah
a.     Semula

1.000.000,00

0,00
1.000.000,00

Rp.               1.243.815.500,00

Rp.                    (4.486.066,00)
Rp.          1.239.3Z9.434,00

Rp
b.    Bertambah/ (Berkurang)                  Rp

|umLah  pendapatan  Laln-lain yang  sah   setelah      Rp
perubahan

1.500.000,00
0,00

1.500.000,000

Jumlah pondapatan getelah perubahan         Rp.          1.234.441.ZOO,00

2.    Belanja Nagari
Z.1. B[dang Penyelenggaraan Pemerlntah

a.    Semula
b.    Bertambah/ [Berkurang)

Jumlah setelah perubahan
2.2. Bldang Pembangunan

a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

|umlah sete]ah perubahan
2.3. BIdang Pemt]lnaan Kemasyarakatan

a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

Jum]ah sete]ah I)erubalian
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

|umlah setelah peTubahan
2,5.   Rldang   PenangguLangan   Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

a.    Semula
b.13ertambah/ (Berkurang)

|um]ah sete]ah perubahan
Surplus/(Deflslt) setelah Perubahan

559.680.600,19

18.102.784,00

577.783.384,19

376.711.950,00

86.030.250,00
46Z,74Z.200,00

83.264.200,00

(31.169.400.00)
52.094.800,00

103.023.400,00

(77.449.700,00)
25.573.700,00

125.800.300,00

0,00
125.800.300,00

(2.164.950,19)



3.   Pembiayaan Nagari
3.1 Penerimaan Pembiayaan

a.    Semula

b.    Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah Setelah Perubahan
3.2 Penge]uaran Pemblayaan

a.    Semula

b,    Bertambah/ (Berkurang)
]umlah Sctelah Perubaha n

Selisih I)embiayaan setelah p erLibahan

2.164.950,19

0,00
2.164.950,19

KETIGA

REEMPAT

Agar  Peraturan  Nagari Tentang Perubahan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja
Nagari  Tahun  Anggaran  2021  nantinya  diketahui  oleh  masyarakat,  agar Wali
Nagan segera mensosialisasikan F'eraturan Nagari dimaksud;

Keputusan ini berlaku s€jak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                  :     Sindang Lunang



alan Rava Padana -Benakulu

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG

BAMUS NAGARI SINDANG LUNANG
Email:I±!fl{nnl`isinrlrlrlg!i±ngng@gmnilrrim

Kode Pos 25674

DAFTAR HADIR RAPAT SII)ANG BAMUS

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

SE'W..,'P„„„
3c)   f] aut'{:i:;'±"."Z6i'`""."I.""..."..."..

NO Narm 'atratan Tantla Tangan.-
1. Buter, DT. Amp Lebuh Ketua merangkap anggota

\..'1.......-

2. Busran Wakil Ketua merangkap anggota 2..I.     .

3. Syamsidar Sekretaris merangkap anggota 3...or...

4. |umio M. Jumadin Anggota

I      /      4ft€

5. Yetriadi Anggota 5"..   .".!.   ..."
/-//

Keterangan : |umlah Anggota
Hadir
Tidak hadir
QOurum

sEKRE'rARls BAMus
NAGAR[ S[NDAING LUNANG

i-I+


